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This research for this final task is aimed at understanding how large the 
difference of parking retribution potential and parking tax potential in Surakarta. Not 
only that, but also to understanding the factors caused it.
The step of this research is done by comparing between theory, deriving from 
the reference book that is relevant and law on RPKD and RRPH, and also the actual 
field practice.
The writer did a quantitative analysis to comparing the the difference of 
parking retribution potential and parking tax potential to the local income of 
Surakarta. It can be shown that the potential of parking retribution in 2010 is Rp 
105.840.000,-and the potential of parking tax in 2010 is Rp 72.571.200,-. By doing 
the qualitative analysis, we can know the factors that make the difference between 
parking retribution potential and parking tax potential to the local income of 
Surakarta, that is the internal person and external person. Therefore, the writer can 
conclude that parking tax more potential than parking retribution to the local income.
Based on the result of research, the writer give some suggestion. Such as give 
training to parking man and choose a person to inspect parking man and help the 
parking management.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Fenomena pajak dimata masyarakat kurang mendapat tanggapan yang 
positif, mendengar kata pajak tentu masyarakat sudah berpikir mengenai 
pungutan uang yang akan mengurangi penghasilan mereka apalagi dengan 
retribusi, masyarakat belum semuanya mengerti tentang retribusi. Pajak 
(Waluyo, 2003) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 
tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan menurut peraturan 
perundang–undangan yang berlaku dan digunakan untuk  membiayai 
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. 
Perkembangan Kota Surakarta semakin lama semakin meningkat, hal ini 
dipicu dari meningkatnya pembangunan di berbagai fasilitas yang ada di Kota 
Surakarta, hal tersebut berdampak pada peningkatan mobilitas masyarakat. 
Seiring dengan pertumbuhan tersebut maka banyak alat angkutan khususnya 
kendaraan pribadi mengalami kenaikan. Peningkatan jumlah kendaraan 
memberikan berbagai dampak bagi masyarakat. Sekarang terlihat jumlah 
kendaraan yang semakin lama semakin banyak di Kota Surakarta menjadi 
perhatian Pemerintah Daerah untuk menyediakan fasilitas tempat parkir yang 
memadai. Pengelolaan tempat parkir bisa ditunjuk dari lelang maupun 
penunjukan oleh Pemerintah Daerah. Untuk obyek retribusi parkir penulis akan 
mengambil penelitian jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan 
umum yang dikelola oleh petugas yang ditunjuk maupun dari hasil lelang 
tempat parkir yang diadakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk 
pajak parkir akan mengambil obyek penelitian toko maupun gedung yang 
menyediakan fasilitas tempat khusus parkir yang dikelola sendiri yang 
berada di dalam lingkungannya sendiri dan mendapat ijin dari Pemerintah 
Daerah. 
Di Kota Surakarta jumlah pemakai jasa parkir yang ada semakin 
banyak, dengan banyaknya kendaraan yang menggunakan jasa parkir ini 
maka pihak pengelola parkir akan memungut pajak maupun retribusi parkir 
dengan dasar UU Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Parkir dikenakan pada 
tempat parkir yang disediakan oleh pemilik usaha di dalam lingkungan 
usahanya dan tidak mengenai tanah pemerintah, sedangkan Retribusi Parkir 
yang tertulis dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dikenakan pada tempat 
parkir yang ada ditepi jalan umum maupun tempat milik pemerintah. Pajak 
parkir dan reribusi parkir ini diatur dalam peraturan daerah sendiri-sendiri 
dan masing-masing memiliki peran dan potensi. 
Dalam penelitian ini penulis akan mengambil obyek penelitian 
dengan tempat yang terdapat kendaraan bermotor sangat padat. Tempat 
penelitian juga bisa dari pusat perbelanjaan, toko-toko maupun tempat 
bisnis yang setiap hari selalu dipenuhi kendaraan bermotor yang parkir di 
Kota Surakarta, untuk itu dalam penelitian ini penulis akan mengambil 
obyek penelitian di Jalan Gatot Subroto Kota Surakarta. Dengan latar 
belakang tersebut diatas saya tertarik untuk mengambil judul:
”PERBANDINGAN POTENSI RETRIBUSI PARKIR DAN PAJAK 
PARKIR DALAM MEMPENGARUHI TARGET PENDAPATAN 
DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 (Studi Kasus Jalan Gatot 
Subroto Surakarta)”.
B. RUMUSAN MASALAH
Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut:
1. Seberapa besar potensi retribusi parkir dan pajak parkir di Jalan Gatot 
Subroto dalam mempengaruhi target pendapatan daerah Kota Surakarta 
tahun 2010?
2. Apakah masalah yang timbul dari adanya pemungutan pajak dan retribusi 
parkir dan bagaimana pemecahannya?
C. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui hasil seberapa besar potensi retribusi parkir dan pajak 
parkir dalam mempengaruhi target pendapatan daerah Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui apakah masalah yang timbul dari adanya pemungutan pajak 
parkir dan retribusi parkir ini serta memperoleh solusinya.
D. MANFAAT PENELITIAN
Penelitian akan bernilai bila memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun 
manfaatnya yang diinginkan sebagai berikut:
1. Bagi Penulis
Menambah wawasan mengenai potensi pajak dan retribusi khususnya di 
Kota Surakarta.
2. Bagi Pemerintah
Memberikan gambaran serta masukan kepada pemerintah Kota Surakarta 
mengenai seberapa besar potensi pajak dan retribusi parkir yang ada di Kota 
Surakarta dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah.
3. Bagi Pihak lain
Memberikan informasi yang berguna bagi semua kalangan mengenai 
pentingnya potensi pendapatan parkir yang ada di Kota Surakarta.
E. METODE PENELITIAN
Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian secara 
tersusun dan teratur. Adapun metode yang digunakan penulis adalah:
a. Desain Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik wawancara dan observasi 
langsung. Metode mengumpulkan informasi dari target-target tertentu 
yaitu orang-orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang 
diperlukan oleh penulis karena mereka sesuai dengan kriteria yang 
diperlukan peneliti (Sekaran, 2003).
b. Objek Penelitian
Objek yang menjadi penelitian ini adalah Jalan Gatot Subroto Kota 
Surakarta.yang menyediakan fasilitas parkir yang ada di tepi badan jalan 
maupun di luar badan jalan.
c. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dapat dibagi menjadi dua yaitu:
1) Data Primer
Algifari (2003) menjelaskan data primer yaitu data yang diperoleh 
secara langsung dari objek penelitian yang dapat diperoleh melalui 
wawancara maupun observasi langsung.
2) Data sekunder 
Data sekunder yang dikemukakan (Algifari, 2003) yaitu data yang 
diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, dapat berupa 
mengunjungi instansi atau dinas terkait yang menangani objek 
penilitian tersebut 
d. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:
1) Teknik wawancara yaitu penulis mengadakan tanya jawab kepada 
pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 
(Pangestu, 2003)
2) Teknik observasi seperti yang diungkapkan (Pangestu, 2003) yaitu 
peneliti mengamati secara langsung objek yang sedang diteliti 
tersebut dan mencatatnya untuk mendapatkan informasi.
3) Teknik Pembahasan
Penulis menggunakan teknik deskriptif dalam menjelaskan penelitian 
ini seperti yang diungkapkan (Pangestu, 2003) yaitu menggambarkan 
secara langsung objek penelitian yang nantinya akan disajikan dalam 





PJA Andriani dalam Pudyatmoko (2002: 3) mendefinisikan pajak 
sebagai iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh 
wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya 
adalah untuk memebiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Smeets dalam Suandy (2006) mendefinisikan Pajak sebagai prestasi 
kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat 
dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang 
individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah, sedangkan Pajak yang 
diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Pajak (Siti Resmi, 2007) merupakan iuran yang dipungut berdasarkan Undang-
undang dan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, pajak dipungut oleh 
Pemerintah Pusat maupun Daerah dan pajak diperuntukkan bagi pengeluaran 
pemerintah yang digunakan untuk membiayai public investment.
Dari definisi-definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian 
pajak adalah iuran pada negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan tanpa mendapat 
kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan untuk membiayai 
pengeluaran umum pemerintah.
B. Pengertian Pajak Daerah
Pajak daerah (Kesit, 2003) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah. Pajak Daerah dalan UU Nomor 18 Tahun 1997 selanjutnya 
disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 
kepada Daerah tanpa imbalan langsung, dan dapat dipaksakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta  digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah 
dalam UU Nomor 65 Tahun 2001 tercantum pengertian iuran wajib yang 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 
yang seimbang, serta dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Pajak daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU Nomor 28 
Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi kemakmuran rakyat. 
Iuran wajib (Mohammad Zain, 2007) yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
daerah.
a. Jenis Pajak Daerah
1) Pajak Propinsi
a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
c) Pajak Bahan Bakar Bermotor 







e) Pajak Penerangan Jalan
f) Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C
g) Pajak Parkir
C. Pajak Parkir 
Parkir merupakan keadaan kendaraan tidak bergerak dalam waktu yang tidak 
bersifat sementara serta pengemudi meninggalkan kendaraannya. Pajak parkir 
yang didefinisikan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 ialah
pajak yang dikenakan atas tempat parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau 
badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan 
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor 
dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
1. Subyek Pajak Parkir
Subyek adalah orang atau badan yang dikenakan suatu aktivitas pekerjaan, 
dalam hal ini subyek pajak parkir dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 6 Tahun 2004 mencakup orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran atas tempat parkir. Pembayaran adalah jumlah yang diterima 
atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau 
jasa sebagai pembayaran kepada pemilik atau penyelenggara tempat parkir. 
Tempat parkir ialah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh 
orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 
penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang 
memungut bayaran. Dengan demikian yang termasuk wajib pajak parkir 
yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. 
2. Objek Pajak Parkir
Obyek adalah suatu lokasi atau tempat yang dijadikan lahan untuk 
melakukan aktivitas pekerjaan, dalam hal ini objek pajak parkir yang 
dikutip dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 adalah 
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi 
kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
Tidak termasuk objek pajak adalah: 
a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah.
b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan 
negara asing dan perwakilan lembaga internasional dengan asas timbal 
balik.
c. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan 
Daerah.
1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir
Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau 
yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
2) Tarif Pajak Parkir
Tarif pajak parkir paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002.
3) Pembayaran Pajak Parkir Terutang
Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat 
parkir berlokasi. Besarnya pokok pajak parkir yang terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir paling tinggi 
sebesar 20% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah 
pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian 
tempat parkir.
D. Retribusi Daerah
Dalam UU No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana telah diubah dalam UU No 34 tahun 2000 dan diubah terakhir 
dengan UU No 28  tahun 2009, retribusi dikelompokkan menjadi  tiga yaitu 
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
Retribusi tempat khusus parkir dalam UU No 28 tahun 2009 ialah  
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang khusus 
disediakan dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah baik yang dikelola sendiri 
atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga tidak termasuk jasa parkir yang 
diselenggarakan oleh pihak swasta.
1. Obyek Retribusi
Obyek retribusi yang dikutip dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 
mencakup pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di tepi jalan umum 
maupun tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah baik 
yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan sengan pihak ketiga yang meliputi 
pelataran, lingkungan , taman dan gedung parkir yang digunakan khusus 
parkir kendaraan.
2. Subyek Retribusi
Subyek adalah orang atau badan yang dikenakan suatu aktivitas pekerjaan. 
Subyek retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 meliputi orang 
pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan penyetoran retribusi tempat khusus parkir.
a. Tarif Retribusi
Tarif retribusi parkir ditentukan dalam peraturan daerah yang masing-
masing besarnya berbeda tergantung dari jenis kendaraan yang 
menggunakan jasa parkir ini.
Tabel 2.1
Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum




















               (Sumber: Peraturan Daerah No 6 Tahun 2004)
BAB III
PEMBAHASAN
A. GAMBARAN UMUM DPPKA
1. Sejarah DPPKA
Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan 
tahun 1946 di Surakarta terjadi konflik sehubungan dengan adanya 
pertentangan pendapat antara pro dan kontra daerah istimewa. Hal ini dapat 
diredam untuk sementara waktu oleh pemerintah dengan mengeluarkan surat 
penetapan pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/S-D yang menetapkan 
daerah Surakarta sebagai daerah karesidenan dan dibentuk daerah baru dengan 
nama Kota Surakarta.
Peraturan yang telah ada tersebut kemudian disempurnakan dengan 
dikeluarkannya undang-undang Nomor 16 tahun 1947 yang menetapkan Kota 
Surakarta menjadi Haminte kota Surakarta. Kota Surakarta pada waktu itu 
terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 44 kelurahan, karena 9 kelurahan di 
wilayah Karanganyar belum diserahkan pelaksanaan penyerahan 9 kelurahan 
dari kabupaten karanganyar itu baru terlaksana pada tanggal 9 september 
1950. Pelaksana teknis pemerintah haminte kota Surakarta terdiri atas jawatan. 
Jawatan tersebut antara lain jawatan Sekretariat Umum, Keuangan, Pekerjaan 
Umum, Sosial, Kesehatan, Perusahaan PD dan K, Pamong Praja, dan jawatan 
Perekonomian. Penerimaan Pendapatan Daerah pada waktu itu diurusi oleh 
jawatan Keuangan. Dengan dikeluarkannya keputusan DPRDS Kota Besar 
Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Perubahan Struktur Pemerintah, maka 
Jawatan Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum yang terbagi 
dalam urusan-urusan dan setiap urusan-urusan terebut terbagi lagi dalam 
bagian-bagian. Dengan adanya perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
untuk penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya 
ditangani oleh Jawatan Keuangan kini ditangani lebih khusus oleh Urusan 
Pajak. Berdasar Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Surakarta 
tanggal 23 Februari 1970 No. 259/X.10/Kp.70 tentang struktur organisasi 
Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti menjadi 
bagian dan bagian itu membawahi urusan-urusan sehingga dalam Dinas 
Pemerintahan Umum Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak.
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala daerah Kotamadya 
Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162/Kep/Kdh. IV/Kp.72 tentang 
Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian 
dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah DIPENDA. Dinas 
Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan langsung 
dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas Pendapatan 
Daerah dibagi menjadi empat seksi diantaranya Seksi Umum, Seksi Pajak 
Daerah, Seksi Pajak Pusat/Propinsi yang diserahkan kepada daerah dan Seksi 
Doleansi/P3 serta Retribusi dan Leges. Masing-masing seksi Dipimpin oleh 
Kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Tugas 
pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai pelaksana Walikota 
dibidang perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan dibidang pengelolaan 
sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan 
Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957  tentang Pajak Daerah terdapat 
13 macam Pajak Daerah di Kota Surakarta yang wewenang pemungutan dan 
pengelolaannya ada pada DIPENDA. Tetapi saat itu baru empat macam Pajak 
Daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu 
dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Pajak Pertunjukkan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 
1992.
2. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1971.
3. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 54 Tahun 1953.
4. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 
12 Tahun 1971.
Disamping itu DIPENDA juga bertugas mengelola Pajak Negara yang 
diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut.
1. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 
1959.
2. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 
1960.
3. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 
1970.
4. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1957.
Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/12/41-
101 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten/  Kotamadya Daerah Tingkat II makin memperjelas 
keberadaan Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473-442 tentang Sistem dan Prosedur 
Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya telah 
mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan tahapan 
kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu pendataan, pemetaan, 
pembukuan dan seterusnya. Sistem dan prosedur tersebut dikenal dengan 
MAPADA (Manual Pendapatan Daerah). Sistem ini diterapkan di Kotamadya 
Surakarta dengan terbitnya peraturan daerah No. 6 Tahun 1990 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.
Seiring berjalanya waktu tata pemerintahan kota Surakarta mengalami 
banyak perubahan dan perbaikan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
peraturan daerah No. 6 tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 6 
tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota 
Surakarta. Pada peraturan baru tersebut nama Dinas Pendapatan Daerah 
(DIPENDA) berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset (DPPKA) peraturan baru tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2009. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh 
seorang kepala dinas yang berkedudukan dan bertangggung jawab kepada 
walikota melalui sekretaris daerah. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset atau DPPKA dibagi kedalam beberapa bagian atau bidang 
yang dipimpin langsung oleh seorang kepala bagian yang dalam menjalankan 
tugasnya langsung dibawah pimpinan dan langsung bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 
2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi DPPKA
Adapun kedudukan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut
Bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pasal 34:
a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan 
tugas  dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset daerah.
c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan 
fungsi:
1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
3. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib  
retribusi.
4. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi.
5. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta 
pendapatan lain.
6. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan 
pendapatan lain.
7. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi.
8. Pengelolaan aset barang daerah.
9. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah.
10.Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah.
11.Penyelenggaraan sosialisasi.
12.Pembinaan jabatan fungsional.
13.Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).




1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
2) Subbagian Keuangan.
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahkan:
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
d. Bidang Penetapan, membawahkan:
1) Seksi Perhitungan.
2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
e. Bidang Penagihan, membawahkan:
1) Seksi Penagihan dan Keberatan.
2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain.
f. Bidang Anggaran, membawahkan:
1) Seksi Anggaran I.
2) Seksi Anggaran II.
g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
1) Seksi Pembendaharaan I.
2) Seksi Perbendaharaan II.
h. Bidang Akuntansi, membawahkan:
1) Seksi Akuntansi I.
2) Seksi Akuntansi II.
i. Bidang Asset, membawahkan:
1) Seksi Perencanaan Asset.
2) Seksi Pengelolaan Asset.
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
k. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang-bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas yang bersangkutan.
Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang 
Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
4. Deskripsi Tugas Jabatan dan Struktural
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melaksanakan 
urusan pemerintah dibidang pendapatan daerah.
Uraian tugas seorang kepala dinas adalah sebagai berikut:
1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai 
dengan Program Pembangunan Daerah.
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta 
pemerataan tugas.
3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan 
pelaksanaan tugas.
b. Sekretariat
Sekretariat yang posisinya dibawahi langsung oleh Kepala Dinas 
mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan, 
kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan 
oleh Kepala Dinas. Sekretariat juga bertugas untuk melaksanakan 
penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas, 
mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi, dan pelaporan 
sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
Sekretariat membawahi subbagian-subbagian sebagai berikut:
1) Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Subbagian ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolahdan 
menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan 
program kerja tahunan dinas, selain itu juga bertugas sebagai 
administrasi keuangan.
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yang cukup 
banyak yaitu melaksanakan urusan, surat menyurat, kearsipan, 
penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, 
pengelolaan barang inventaris, pengatuuran penggunaan kendaraan 
dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat, sistem jaringan 
dokumentasi, informasi hukum dan administrasi kepegawaian.
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi
Bidang ini mempunyai tugas yang penting yaitu menyelenggarakan 
pembinaan dan bimbingan dibidang pendaftaran dan pendataan serta 
dokumentasi dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh kepala dinas. Bidang pendaftaran, pendataan dan 
dokumentasi membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan dan 
pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Wajib 
Pajak Retribusi Daerah.
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data
Seksi ini bertugas menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan 
mengolah data Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah.
d. Bidang Penetapan
Bidang Penatapan bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan 
dibidang penghitungan, penerbitan Surat Penetapan Pajak dan Retribusi 
serta penghitungan besarnya angsuran bagi pemohon sesuai dengan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Bidang penetapan membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
1) Seksi Perhitungan
Seksi perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan 
penetapan besarnya pajak dan retribusi.
2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan
Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menetapkan Surat 
Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), dan surat-
surat ketetapan pajak lainnya.
e. Bidang Penagihan
Bidang penagihan mempunyai tugas menyelanggarakan pembinaan dan 
bimbingan dibidang penagihan dan keberatanserta pengelolaan penerimaan 
sumber pendapatan lain sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan 
oleh Kepala Dinas.
Bidang Penagihan membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
1) Seksi Penagihan dan Keberatan
       Tugasnya adalah melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, 
retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta melayani 
permohonan keberatan dan penyelesaiannya.
2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain
Seksi ini bertugas mengumpulkan data sumber-sumber penerimaan lain 
diluar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku.
f. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran ini bertugas untuk membuat rencana anggaran 
penerimaan pajak, retribusi dan rencana pembelanjaan keperluan instansi 
serta mengatur pengeluaran-pengeluaran dana yang telah dianggarkan.
Bidang Anggaran terdiri dari dua seksi yang merupakan satu kesatuan tim 
kerja, yaitu:
1) Seksi Anggaran I
2) Seksi Anggaran II
g. Bidang Perbendaharaan
Bidang ini bertugas sebagai pemegang dana dalam instansi, yang juga 
dibantu oleh dua kelompok seksi:
1) Seksi Perbendaharaan I
2) Seksi Perbendaharaan II
h. Bidang Akuntansi
Bidang ini bertugas mencatat segala bentuk kegiatan pendanaan, yang 
kemudian dibuat laporansebagai pertanggung jawaban kepada Kepala 
Dinas.
Bidang Akuntansi membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
1) Seksi Akuntansi I
2) Seksi Akuntansi II
i. Bidang Aset
Bidang ini bertugas untuk mencatat dan mengelola semua aset yang 
dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta.
Bidang Aset membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
1) Seksi Perencanaan Aset
Bertugas merencanakan dan mengembangkan semua aset yang dimiliki 
Pemerintah Daerah Kota Surakarta.
2) Seksi Pengelolaan Aset 
Bertugas sebagai pelaksana rencana yang telah dibuat oleh Seksi 
Perencanaan Aset dan juga sebagai pengelola asset-asset tersebut.
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
k. UPTD bertugas untuk memungut dan mengelola Pajak Retribusi Daerah 
Kota Surakarta.
l. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Visi dan Misi DPPKA
Visi DPPKA adalah mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang 
optimal untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surakarta, sedangkan misinya antara lain menggali sumber pajak 
tiada henti, meningkatkan pendapatan daerah tidak kenal menyerah dan 
mengutamakan kualitas pelayanan ketertiban. 
B. LAPORAN MAGANG KERJA
Kegiatan magang kerja dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Kota Surakarta pada bagian anggaran yang berada di Jl. Jenderal 
Sudirman No. 2 Surakarta pada tanggal 2 Februari 2010 sampai dengan 31 Maret 
2010. Magang dimulai setiap hari senin sampai jumat dengan jam kerja jam 07.00 
sampai 15.15 WIB, selama magang di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset penulis melakukan berbagai macam kegiatan diantaranya melakukan 
revisi anggaran dana yang diajukan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), 
revisi ini adalah memasukkan data dan mempostingnya ke dalam buku 
rekapitrulasi anggaran yang kemudian disesuaikan dengan persediaan anggaran 
yang dimiliki Pemerintah Daerah apabila anggaran mencukupi maka revisi akan 
diterima. Selain itu kegiatan laiinya adalah menyusun Laporan Triwulan, laporan 
ini berisi tentang jumlah anggaran yang sudah digunakan oleh tiap SKPD. Jadwal 
kegiatan magang dilaksanakan mulai dari hari senin hingga jumat, sementara hari 
sabtu dan minggu libur akhir pekan, kegiatan magang dimulai pada pukul 07.15 
hingga pukul 15.15, pada pagi hari semua staf diwajibkan mengikuti apel pagi 
setelah bel (bunyi musik gamelan) masuk berbunyi, namun hal ini tidak wajib 
bagi para peserta magang, kegiatan apel juga dilaksanakan setelah bel pulang. 
Untuk hari jumat semua staff dan peserta magang diperbolehkan mengikuti olah 
raga senam yang dilaksanakan di depan balaikota. Untuk presensi magang tiap 
mahasiswa datang menuju Sekretariat dan langsung tandatangan di lembar 
presensi magang dan saat pulang juga melakukan hal yang sama.
C. PEMBAHASAN
1. Seberapa besar potensi pajak parkir dan retribusi parkir di Jalan Gatot 
Subroto Surakarta.
a. Retribusi Parkir
Jalan Gatot Subroto merupakan salah satu jalan yang berada di Kota 
Surakarta yang menghubungkan antara Jalan Slamet Riyadi dengan 
Jalan Rajiman, jalan ini hanya berjalur satu arah dengan arah kendaraan 
menuju ke utara sehingga penggunaan jalan sebagai lahan parkir bisa 
maksimal, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas 
Pehubungan Kota Surakarta banyaknya kendaraan yang parkir di Jalan 
Gatot Subroto ini per hari rata-rata sebagai berikut: 
    Tabel 3.1
Jumlah Kendaraan Pengguna Parkir di tepi Jalan Gatot Subroto
No Jenis Kendaraan Jumlah







                    (Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surakarta, diolah)
Dari tabel diatas diperoleh data jumlah sepeda motor lebih banyak bila 
dibandingkan dengan mobil, dan jumlah truk paling sedikit dibanding
jenis kendaraan lain, dari jumlah kendaraan yang ada nantinya akan 
dikenakan tarif retribusi parkir sesuai dengan jenis kendaraannya, tarif 
retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum




















      (Sumber: Peraturan Daerah No 6 Tahun 2004)
Penghitungan potensi retribusi parkir menurut Kesit (2003) menggunakan 
rumus: 
Potensi= jumlah kendaraan bermotor x masa pergantian x tarif
Dalam masa pergantian ini peneliti melakukan setiap 15 menit, jadi 
dalam sehari dihitung menggunakan rumus: 




            (15 jam)
15 menit           
x 10
900 menit
= 0,01 x 10
= 0,1
Dalam sehari penelitian dilakukan antara jam 07.00-22.00 WIB jadi, 
total ada 15 jam penelitian. Penghitungan potensi sebagai berikut:
1) Untuk potensi retribusi parkir sepeda motor dihitung dengan:
256 x 0,1 x Rp 500= Rp 12.800,-
Jadi dalam sehari penelitian potensi retribusi parkir sepeda motor
yang dihasilkan: 
Rp 12.800 x 15 jam = Rp 192.000,-
2) Untuk potensi retribusi parkir mobil dihitung dengan:
64 x 0,1 x Rp1000= Rp 6.400,-
Jadi dalam sehari penelitian potensi retribusi parkir sepeda motor
yang dihasilkan: 
Rp 6.400,-x 15 jam = Rp 96.000,-
3) Untuk potensi retribusi parkir truk/ bus dihitung dengan:
12 x 0,1 x Rp1500= Rp 1.800,-
Jadi dalam sehari penelitian potensi retribusi parkir sepeda motor
yang dihasilkan: 
Rp Rp 1.800,- x 15 jam = Rp 27.000,-
Berdasarkan penghitungan diatas maka dalam sehari potensi retribusi 
parkir sebesar Rp 315.000,-
Dalam seminggu potensi retribusi parkir sebesar Rp 315.000 x 7 hari= 
Rp 2.205.000,-
Dalam sebulan potensi retribusi parkir sebesar Rp 2.205.000,- x 4 
= Rp 8.820.000,-
Dalam setahun potensi retribusi parkir sebesar Rp 8.820.000,-x 12 
bulan= Rp 105.840.000,-
Dari perhitungan potensi retribusi parkir tersebut didapatkan hasil 
potensi retribusi parkir di Jalan Gatot Subroto Kota Surakarta selama 
sebulan sebanyak Rp 8.820.000,- dan selama setahun sebesar Rp 
105.840.000,-
b. Pajak Parkir
Dalam penelitian ini penulis mengambil obyek penelitian pada Matahari 
Plaza yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kota Surakarta karena di 
sepanjang jalan ini hanya Matahari Plaza yang menyediakan fasilitas 
tempat parkir yang dimiliki sendiri oleh unit usaha tersebut dan 
pengelolaannya juga dilakukan oleh Matahari Plaza sendiri. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan penulis jumlah kendaraan yang menggunakan 
fasilitas ini didapatkan data sebagai berikut:
Tabel 3.3
Jumlah Parkir Kendaraan di Matahari Plaza










(Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset  Kota 
Surakarta, diolah)
                     Tabel 3.4
                          Tarif Parkir di Matahari Plaza











                    (Sumber: Matahari Plaza)
Dari data yang diperoleh diatas maka perhitungan tarif pajak parkir 
menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 yang dipungut oleh 
Pemerintah Daerah yaitu:
(Jumlah kendaraan x tarif parkir) x 20%
                Tabel 3.5

































Dari penghitungan pajak parkir diatas didapatkan hasil jumlah 
penerimaan pajak parkir di Matahari Plaza dalam sebulan sebesar Rp 
30.238.000,- dan dalam setahun potensi penerimaan pajak parkir sebesar 
Rp 362.856.000,- .Dari jumlah tersebut maka pajak parkir yang dipungut 
oleh Pemerintah Kota Surakarta sebesar 20% x Rp 362.856.000= Rp 
72.571.200,-. 
                          Tabel 3.6
                            Perbandingan Potensi Retribusi Parkir
                                          Dengan Target Retribusi Parkir Tahun 2010














                        (Sumber: Data diolah)
Kontribusi diperoleh dari perhitungan jumlah retribusi parkir dibagi 
dengan jumlah target retribusi parkir, yaitu dengan rumus:
Retribusi Parkir               
x 100%
   
Target Retribusi Parkir
Rp 105.840.000           
x 100%
   
Rp 1.912.200.000
= 5,53%
                          Tabel 3.7
                           Perbandingan Potensi Retribusi Parkir
                                   Dengan Target Penerimaan Asli Daerah Tahun 2010













       Retribusi Parkir         
x 100%
   
           Target PAD 
Rp 105.840.000           
x 100%
   
Rp 110.842.157.600
                                  
= 0,095%
Dari data diatas ditemukan kontribusi potensi retribusi parkir di Jalan Gatot 
Subroto terhadap target retribusi parkir sebesar 5,53% sedangkan kontribusi 
retribusi parkir untuk penerimaan asli daerah sebesar 0,095%
                      Tabel 3.8
                        Perbandingan Potensi Pajak Parkir
                                           Dengan Target Pajak Parkir Tahun 2010












                        (Sumber: Data diolah)
     Pajak Parkir          
x 100%
   
                               Target Pajak parkir
                                 Rp   72.571.200      
x 100%
   
                                     Rp 945.000.000
= 7,67 %
                          Tabel 3.9
                              Perbandingan Potensi Pajak Parkir
                                    Dengan Target Penerimaan Asli Daerah Tahun 2010
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                                        Pajak Parkir       
x 100%
   
                                       Target PAD
                                      Rp   72.571.200       
x 100%
   
                                     Rp 110.842.157.600
= 0,06 %
Dari data diatas ditemukan kontribusi potensi pajak parkir di Jalan Gatot 
Subroto terhadap target pajak parkir sebesar 7,67% sedangkan kontribusi 
pajak parkir untuk penerimaan asli daerah sebesar 0,06%.
        Tabel 3.10
                Jumlah Penerimaan Retribusi Parkir Dan Pajak Parkir









Rp        
105.840.000
Rp          
72.571.200
Rp         
178.411.000
(Sumber: Data Diolah)
              Tabel 3.11
            Perbandingan Jumlah Retribusi Parkir Dan Pajak Parkir 
















Kontribusi jumlah penerimaan potensi dengan Target Pendapatan Asli 
Daerah dihitung dengan cara:
                                     Jumlah Potensi       
x 100%
   
                                       Target PAD
                       Rp         178.411.000
x 100%
   
                                   Rp  110.842.157.600
= 0,16%
Dari data diatas diketahui bahwa potensi retribusi parkir dan pajak 
parkir di Jalan Gatot Subroto Kota Surakarta dengan Target Pendapatan 
Asli Daerah sebesar 0,16%.
2. Masalah yang timbul dari adanya pemungutan pajak parkir dan 
retribusi parkir.
Dari penelitian lapangan yang dilakukan ada berbagai macam masalah 
yang timbul dalam upaya peningkatan pajak dan retribusi parkir dari adanya 
pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir, masalah ini dibagi menjadi dua 
yaitu masalah dari:
a. Pihak Intern
1) Kurangnya disiplin dari petugas pemungut yang terkait.
2) Kualitas yang minim dari petugas pemungut    menyebabkan 
kurang maksimal pemungutan parkir.
3) Kurang optimalnya petugas dalam menjalankan pekerjaannya.
4) Kurangnya tenaga terampil dalam pelaksanaan pemungutan pajak 
danretribusi parkir.
b. Pihak Ekstern
1) Besarnya tarif parkir yang dipungut tidak sesuai dengan tarif 
dalam Peraturan Daerah.
2) Masih terdapat pengelolaan tempat parkir liar yang 
pengelolaannya diluar pengelolaan pihak terkait
3) Setoran pungutan parkir diambil oleh orang yang tidak 
bertanggung jawab seperti premanisme.
4) Tanda pungutan parkir yang berupa karcis kadang tidak diberikan 
kepada pengguna sehingga karcis itu nantinya digunakan 
berulang-ulang.




Dari penelitian yang dilakukan penulis tentang perbandingan potensi Pajak 
Parkir dengan Retribusi Parkir yang mengambil obyek penelitian di Jalan Gatot 
Subroto Kota Surakarta maka disimpulkan sebagai berikut:
1. Hasil perhitungan potensi didapatkan bahwa Pajak Parkir memiliki 
pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan Retribusi Parkir karena 
lokasi parkir di Matahari Plaza cukup luas dan jumlah pengunjung rata-rata 
setiap hari cukup banyak terbukti dari jumlah kendaraan yang parkir, selain 
itu juga tarif dasar pengenaan parkir juga dua kali lebih besar dibandingkan 
dengan tarif dasar pengenaan retribusi parkir.
2. Kontribusi penerimaan target pendapatan parkir dari sektor pajak parkir lebih 
besar dibandingkan dengan sektor retribusi parkir yaitu sebesar 7,67% atau 
selisih 2,14%, dan kontribusi keduanya dengan target PAD sebesar 0,16%.
3. Dalam masalah peningkatan pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir 
didapat bermacam-macam masalah yang dihadapi baik dari pihak intern dan 
ekstern.
B. SARAN
Dari kesimpulan diatas penulis mengemukakan saran antara lain:
1. Untuk lebih meningkatkan penerimaan pendapatan daerah di sektor parkir 
maka dapat dilakukan dengan lebih memberikan pelatihan yang 
cukup memadahi bagi petugas parkir agar pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat lebih baik sehingga masyarakat pengguna parkir 
nantinya juga tidak tanggung-tanggung untuk membantu Pemerintah 
Daerah dalam meningkatkan pendapatan parkir.
2. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul baik dari pihak intern 
maupun ekstern, Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak yang bertugas 
untuk mengawasi petugas parkir dan membantu dalam pengelolaannya. 
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